
PERCEPATAN PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan pada Acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE
Jakarta, 28 Maret 2019



REPUBLIK 
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Urgensi Penerapan SPBE Terintegrasi

Dampak Berantai: 

• Pemborosan anggaran

• Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah

• Risiko keamanan informasi
• Validitas data pemerintah  kurang diyakini 

sepenuhnya

✓ Belanja TIK terus Naik,
akan tetapi Kinerja SPBE
belum memuaskan.

✓ Silos dan tidak efisien.
Infrastruktur Data center 
bervariasi.

✓ Data tidak terintegrasi
Aplikasi di Instansi 
pemerintah tersebar dan 
beragam.

Belanja TIK Pusat & Daerah
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Cakupan Layanan SPBE

SPBE
(E-Government)

Gov’t to Citizen

Gov’t to Gov’t

✓ Layanan Publik:

pajak online, lowongan pekerjaan, jaminan sosial, 
kependudukan, imigrasi, kesehatan, penanggulangan bencana, 
dsb.

✓ Layanan Bisnis:

e-Procurement, pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran
perusahaan, dan sistem lain terkait dengan bisnis.

✓ Komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga
pemerintahan:

layanan data  perencanaan dan penganggaran, ekspor-impor, 
tenaga kerja, perdagangan, dsb.
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Pendekatan Holistik dan Integratif dalam Unsur SPBE

TATAKELOLA 
(kelembagaan, 

regulasi) 

LAYANAN

INFRASTRUKTUR
(pusat data, jaringan 

intra pemerintah, dst)
APLIKASI

PERENCANAAN-
PENGANGGARAN

“Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan 
proses perencanaan dan penganggaran tahunan 
pemerintah” (Pasal 20)

“Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan
rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan oleh 
Kementerian PPN/Bappenas” (pasal 21)

“Keterpaduan rencana dan anggaran SPBE di daerah, 
dikoordinasikan oleh Bappeda” (pasal 22)

SPBE
PERPRES NO.95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE
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Arsitektur SPBE
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Keterpaduan SPBE dan Satu Data Indonesia
untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional

SATU DATA INDONESIA (Data Pembangunan yang Berkualitas)

DATA STATISTIK 
(Data Dasar, Sektoral, dan Wilayah) DATA GEOSPASIAL

DATA LAINNYA
(Big Data, Data Real Time, 

Data e-commerce dst.)

E-Planning

SIMDA
SIPPD
SIPD

SIMRAL

E-Budgeting

SAKTI
SPAN

SIMDA
SIPKD

SIMRAL 

E-Proc

SPSE

E-Payment E-Services

(Pelayanan
Publik)

LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LAYANAN PUBLIK 

BERBASIS 
ELEKTRONIK

SP
B

E

KRISNA

SIRUP

DASHBOARD

E-MONEV
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TEMATIK NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

Highlight: Integrated Presidential Dashboard (1/2)
Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Monev 
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Highlight: Integrated Presidential Dashboard (2/2)
Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan 

Monev 
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Terima Kasih


